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BUPATI ACEH TENGAH

. bahwa tenaga kerja, pembinaan, pengawasan dan
pemberiar (zin ‘yang telah menjadi kewenangan
Daerah perlu di atur agar berdaya guna dan berhasil
guna.

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan
dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

Undang-undang Momor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1574 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang
panitia Urusan Piutang Negara {Lembaran® Negara
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 2104); 5
Undang-undang Momor 3 Tahun 1958 tentang
Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Nomor 8 Tahun 1958);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Keteniy Pokok i Tenaga Kerja
(Lembaran Negara R.I Tahun 1969 MNomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I Tahun
1970 Nomeor 1 Tambahan Lembaga Negara Nomor
2081);

Undang-undang Nomer 7 Tahun 15981 tentang Waijib
Lapor Ketenagakerjaan;
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Undang-undang MNomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomaor 3209);
Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang jo.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah;
Undang-undang MNomor 22 Tahun 1599 tentang
Pemerintsh Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60);

Undang-undang Nomeor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 Momor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3843);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonoml Khusus Daerah Istimews Aceh sebagal
Provinsi Manggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Megara Republik Indonesiz Tahun 2001 Nemor 114);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang
Latihan Kerja;

. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang
Retribusi Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang
Wajib Lapor Lowongan;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang
tentang Wajib Lapor Lowongan;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Warga MWegara Asing
Pendatang;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 02/ MEN/

1978 tentang Peraturan  Perusahaan dan
Perundingan Pembuatan Penjanilan Perburuhan;
Peraturan Menaker Nomor:03/MEN/1990 tentang
pembalian 1zin Mempekerjakan Warga Negara Asing
Pendatang.

an Persetujuan

Deng
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN  KABUPATEN  ACEH TENGAH  TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERIAAN.

BAB I




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

an
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Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;

Wakil Bupati adalah Wakll Bupati Aceh Tengah;

Dinas adalah Dinas Pendaftaran, Mobilitas Penduduk dan Tenaga
Kerja Kabupaten Aceh Tengah

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran, Mobilitas

Penduduk dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang

perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagal pembayaran atas jasa

atau pembelian izin tertentu yang khusus disediskan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan;

Tenaga kerfa adaleh setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan bailk dalam maupun diluar  hubungan kerja guna

menghasilkan jasa atau barang;

Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan

perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan

serta perlindungan tenaga kerja;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum

atau tidak, balk milik swasta maupun mitik negara;

pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan pembinaan vang
it secara langsung dap pes \ —perusahaan cleh

pegawal ketenagakerjaan;

Pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu sistem pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang

Jjaan guna tindakan korektlf baik secara

preventlf maupun represif;

Pengusaha adalah orang persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri

yang berada dan ber di atau diluar K Aceh
Tengah;

Pengurus adalah orang yang dl tentukan untuk memimpin suatu
perusahaan;

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja
untuk suaty Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan
menerima upah;

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan darl pengusaha kepada
tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau akan dinflai dalam
perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu persetujuan
atau peraturan penumdang-undangan dan dibayar atas daser
suatu perfanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja
termasuk  tunjangap baik temaga kerja sendiri  maupun
keluarganya;

5. Mendirika
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Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan
kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin;

Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data
tentang keadaan ketenagakerjasn yang dibuat secara tertulis dan
disampaikan kepada Dinas yang dapat digunakan sebagai salah
satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian
dan pengambiian keputusan dibidang ketenagakerjaaan;

Lembaga Kerjasama Bipartite adalah suatu lembaga kerjasama
dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha di tingkat
pengusaha yang keanggotaannya minimal & orang, 3 orang dar
unsur pengusaha dan 3 (tiga) orang dari unsur pekerja dan
didaftarkan pada Dinas;

Lembaga kerjasama Tripartite adalah suatu lembaga kerjasama
dan konsultasi antara keanggotaannya terdin dari serikat pekeria,
Assoslasl  Pengusaha dan  Pemerintah  Dazerah  yang
keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diketahui
oleh Bupati Ksbupaten Aceh Tengah, ketua pengganti adalah
Kepala Dinas;

Pendaftaran Persturan Perusahaan eadalah pendaftaran atas
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan
tata tertib;

Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama adalah pendaftaran atas
kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan
serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan;

Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan
untuk pekerja balk di perusahaan maupun di luar perusahaan;
Kartu Pencarl Kerja adalah pendaftaran pencari kerja dalam
bentuk kartu pencarl kerja yang akan dikeluarkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah;

Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia adalah identitas pencari
kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pembelian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atau keglatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan;

Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah izin
vang diberikan untuk pengussha mempekerjakan tenaga kerfa
lebih darl 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima putuh empat) jam
seminggu, untuk istirahat harus diberikan setengah jam lamanya
jika tenaga keria menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus
menerus serta tiap-tiap minggu harus dladakan sedikitnya 1(sstu)
hari istirahat;

. Izin kerja malam bagi wanita adalah Izin yang diberikan kepada

untuk P {akan tenaga wanita mulai pukul
22.00 WIB s/d pukul 05,00 WIB;

. Izin Penyelenggaraan Pelatihan adalah izin yang diberlkan kepada

lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta di
Daerah Kabupaten Aceh Tengah |

f. Izin.....
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Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA) adalah izin yang diberikan bagi
tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Kabupaten
Aceh Tengah:

. Iuran Dana Pengembangan Keahllan dan Keterampilan (DPKK)
adalah luran yang dikutip darl perusahaan ysng mempekerjakan
TKWNAP dl Kabupaten Aceh Tengah;

hh. Pemeriksazan adalah serangkaian keglatan yang dilakukan untuk

i
1
Kk

memperoleh  bahan keterangan tentang suatu keadaan
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka tindakan korektif;
pemeriksaan pertama adalah pemeriksaaan terhadap objek
pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa;
Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara
periodik;

. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang lebih senior;

gujl adalah laian kegiatan suatu objek

secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan
cara memberl beban uji atau dengan teknik penqujlan lainmya
sesuai dengan ketentuan teknik atau medis  yang telah
ditetapkan;

mm.pemeriksaan dan pengujian teknik adalah pemeriksaan dan

nn.
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pengufian yang difakukan terhadap mesin-mesin, alat-alat dan

pelatan kerja, bahan-bahan fingkungan kerja, sifat pekerjaan,

cara kerja dan proses prosedur;

pemeriksaan dan pengujlan kesehatan adalah pemeriksaan yang

dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;

1 jasa dan dan ji teknis

keselamatan dan kesejateraan kerja adalah perusahaan yang

ditunjuk oleh yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan
jian teknlk dan 1 kerja;

. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawal teknik
perkeahiian khusus sesual dengan Undang-undang Momor 3
Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;

. Ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknik
berkeahlian khusus dan Dinas Tenaga Kerja ditunjuk oleh Bupati
Kabupaten Aceh Tengah untuk mengawas! ditaatinya undang-
undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja;

Tempat kerja adalah tlap ruang tertutup atau terbuka, bergerak
atay tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana
terdapat sumber bahaya ;

Laboratorium  Pengujl fingkungan kerja adalah laboratorium
Hyperkes dan keselamatan kerja atau pihak swasta yang telah
mendapat sertifikat pengesahan dari kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Tengah ;

lasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau kemanfaatan
Jainnya dapat dinlkmati oleh pribadi atau badan;

. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmatf oleh pribadl atau badan;

. Wajib........
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vv. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yana menurut

peraturan d retribusi  diwaj untuk

lakukan pe retribusi k pemungut atau
pemotong retribusi tertentu;

ww. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajlb retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan;

xx. Surat Ketetapan Retribusi Daersh untuk selanjutnya disingkat
SKRD adalah yang n jumiah
retribusi yang terulang;

yy. Surat Setoran Retribusi paerzh untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melakykan pembayaran atau penyetoran retribusl yang terutang
ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang
ditetapkan Kepala Daerah;

2z. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administras! berupa bunga atau denda ;

aas. Pemeriksaan hatan adalah p i secal
awal, berkala dan khusus bagl setiap beker{a di perusahaan;

bbb.K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan
pengetahuan UNtuk usaha menengah terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja;

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

pemerintaf Daersh ksud melakukan
dan pengadilan terhadap ketenagakerfaan di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan rneningkatkan hubungan industrial yang
harmonis, pr i dan i aan kerja di Daerah.

BaB III
NAMA, OBIEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjsan dipungut
retribusi atas pembinazan, pengawasan, dan perinzinan dibidang
ketenagakerjaan.

Pasal 5
Objek Retribusi adaleh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah berupa pembinaan, pengawasan, pengujian dan perizinan
dibidang ketenagakerjaan.

Pasal.
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Pasal 6

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang
il L 3 ng di atau

g pelay
diberikan oleh Pemerintah Dagrah;

(2) Waflb Retribusi adalah orang pribadi  atau badan yang
ber jiban untuk e yaran retribusi,
perusahaan jasa K3 dan atau laboratorium Hyperkes dan
keselamatan kerja yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah c/q Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 7
Retribusi Ketenagakerjaan digolongkan retribusi jasa umum dan Jasa
perizinan tertentu.
Pasal 8

Retribusi Ketenagakerjaan dipungut dalam Daerah.

BAB
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Cara tingkat p jesa atas:

a. Jumlah unit;

b. Frekuensi pelayanan;

c. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan};
d. Luas kapasitas

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

pasal 10
Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk
i bi da i serta

aya P . o
pemberian izin.

BAB VIL.




BAB VII
STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Tarif retribusi ketenagakerjaan dibidang pembinaan adalah
sebagal berikut :

Writeria

Walib !!pm' or ketenagakerjaan:

1 tenaga keda
h 25«50 tenaga kerja

. 50-100 tenaga keria

Satu tahun |
Salu tahun
Satu tahun

d. 100 tenaga kerja keatas Satu tahun
P i2. | Pendaftaren Wafib Bayar Jamiran Kecelakaan Satu tahun
X Kerja { KKI}
3 Pendaftaran Jasa Inspeks! K3 atau
Laboratorium Pengujlan k3
2. Industri Kecil. 25.000
! b. Industr Menengah. 5.000
‘ c. Industri Besar 100.000 ‘
la luran Dana Pengembangan keahfian  dan \
| keterampilan (DPKK) bagl perusahazn yang
i mempekerjakan TKWNAP sebesar US 1.200-
pertahun forang
i, Pendaftaran Lembaga kerja Bipartite 20.000,- | Duatahun !
|6 | Pendaftaran Peraturan Perusahaan 50.000,- | Duatatun |
7. Kartu Pencari kerja(AK.1) 5.000,~ Dua tahun
5 | pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama 50000, | Duatahun
( KKEB)
5.000,- | Setiap pem
9. Kartu Indentitas Tenaga Kerja Indonasia berangkatan
{KITKI
11, ! Lapor Keberadaan TKA 100.000,- (1 tahun

lﬂ.. Wajit lapor lowangan | soop | Setiap ada
| s

(2) Tarif...




b
{2) Tarif Retribusi Ketenagakeriaan Bidang Pengujian

Besarnya retribusi perjanjian lingkungan kerja, peralatan kerja
dan kesehatan kerja sebesar L0 % dari nilal kontrak dalam surat
kesepakatan antara pengusaha atau pengurus dengan jasa
inspeksi K 3 atau laboratorium pengujl yang dituangkan di dalam
kesepakatans tertulis dan disetujul oleh bupati Aceh Tengah c/q
Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Aceh.

(3) Tarlf Retribusi ketenagakerjaan Bidang perizinan adatah :

Jenis Retribusi iz [ Tarif (Rp) | Masa Retribusi |
| 1zin penyimpangan waktu kera dan| 50,000~ Satu tahun |
| ' istiratat
{ i
2. lmin penyelenggaraaan pelatihan | 50.000, Satu tahun
(LLSALLP) i
3. | Izin Bursa kerja kiusus 25.000,~ Satu tahun |
|a. | persetujuan  operssional _lembaga | 109.000,- Satu tahun
i penyalur penempatan swasta (PITKI} {
| !
‘ 1 SR K. ]

Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasn
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) tarif resribusi
ditetapkan 75 % dari tarif pemeriksaan.

BAB VIIT
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialih kepada pihak ketiga/
diborong termasuk untuk retribusi pengujian fingkungan kerja,
peralatan kerja, kesehatan kerja harus disetor oleh jasa inspeksi
K3 atau laboratorium hyperkes dan keselamatan kerja millk
pemerintah atau swasta.

(2) Retribusi dipungut dengan membuat Surat Ketetpan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14
(1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi

yang didasarkan kepada Surat Pemberittahuan Tanda Retribusi
Daerah (SPTRD);

(2) Dalar....
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(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana
mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara
Jjabatan;

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumiah retribust yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan

SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Passl 16

(1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD difakukan di
Kas Daerah atau tempat lain yang tunjuk oleh Kepala Daerah
sesual dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD
Jabatan atau SKRD Tambahan;

(2) Apabila pembayaran retribusi difakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen ) dengan menerbitian STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

(1) » y Retribusi i dimaksud pasal 17 diberikan
tanda bukti pembayaran;

(2) Bentuk, isi, kwalttas ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusl
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

5% (Wma persen ) dari realisasi penerimaan retribusi digunakan untuk
rembiayai kegiatan pemunggutan retribusi.
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BAB X
TATA CARA
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

Pengeluaran surat teguranf/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan  retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelsh surat teguran/
Peringatan/surat lain yang sefenis, waflb retribusi  harus
memenuhi retribusinya yang terutang;

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir  yang diperqunakan untuk pelaksanaan
penagihen Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

)

@

C

[}

(2)

BAB XI
KENTENTUAN PIDANA

Pasal 22

Viajib Retribusi yang tidak 3 it
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6( enam } bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kaii
jumlah retribusi yang terutang;

Pelanggaran atas Qanun inl adalah pidana pelanggaran.

BAB XIL
PENYIDIK

Pasal 23

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
Penyldik dimaksud dslam ayat (1)

adalah:

a. mencari, dan menelit] keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadl lengkap dan jelas;

b. Meneliti...
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b. Meneliti, mencari dan ilkan
crang pribadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

¢. Meminta keterangan dan bshan bukti dari orang pribadi atau
badan sehuburnigan dengan tindak pldana retribusi;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. Meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di Bldang Retribusi;

. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan,

memeriksa identitas orang dan =atau dokumen yang

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di

Bldang Retribusi;

. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipertksa

sebagal tersangka atau saksi;

Menghentikan penyldikan;

Mefakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik

tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

o

®

Penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (¢3]
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diataur
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian
dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25....
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Pasal 25
Qanu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

: Takengon
anuari

Diundangkan di : Takengon

Pada tanggal ;27 Januari 2003
y;s ARIS DAERAH KABUPATEN
—e’
=

Ir, DD
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

{embaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2003 Nomor : 02
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